SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong
Utara Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1166);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR

BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja
biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah
perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk
mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.

9. Harga Perkiraan Perencanaan yang selanjutnya disingkat HPP adalah
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional
oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam
melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.

10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil
perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan
ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam
menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan
konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan
HPS atau owner’s estimate dan HPP atau engineering’s estimate untuk
perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2024.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan
transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan
pekerjaan konstruksi.

BAB II
ASB PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 4

ASB pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. ASB bidang pekerjaan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I;

b. ASB bidang pekerjaan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;

c. ASB bidang pekerjaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III;

d. ASB bidang pekerjaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV;

e. HSPK bidang pekerjaan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V;

f. HSPK bidang pekerjaan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI;

g. HSPK bidang pekerjaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII;

h. HSPK bidang pekerjaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII; dan
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i. Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk menilai
kewajaran anggaran pekerjaan konstruksi oleh SKPD.

Pasal 6
HSPK merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan disertakan
rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk
menilai kewajaran.

Pasal 7
ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai estimasi
kebutuhan perencanaan anggaran pekerjaan konstruksi sedangkan untuk
keperluan penyusunan HPS, aparatur SKPD melakukan survei harga sebagai
dasar perhitungan.

Pasal 8

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk
keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen) dan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB dan/atau dalam hal belum
ditetapkannya beberapa besaran ASB, wusulan ASB tersebut dapat
digunakan sepanjang rincian ASB dan HSPK yang diajukan oleh SKPD
dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing,
transparan dengan mengajukan telaah staf dan mendapatkan persetujuan
Bupati untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Bupati tentang ASB.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 10
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD
yang membidangi pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong
Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD
CITRA DUANI
Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 41



